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ABSTRACT

The realization of tax revenue in Bantul Regency is still below the stipulated value of tax revenue for 2017-2021 which has 
resulted in not achieving the predetermined tax revenue target. For this reason, the purpose of this study was to determine 
a level of income as a moderator of the effect of administrative sanctions and nationalism on the compliance of a land and 
building taxpayer. Source of data used is primary data. The population used is land and building tax payers in the District of 
Bantul. The research sample used was 124 taxpayers to 122 land and building taxpayers in Bantul District because there were 
outlier data. Determining the number of samples by snowball sampling technique was used in this study. The data analysis 
used multiple linear analysis, and hypothesis testing. The results show that administrative sanctions and nationalism have a 
positive effect on the compliance of a land and building taxpayer. The level of income is not able to moderate administrative 
sanctions and attitudes of nationalism towards the compliance of a land and building taxpayer. 

Keywords: administrative sanction; compliance; income level; land and building tax; nationalism attitude.

ABSTRAK

Realisasi penerimaan pajak di Kabupaten Bantul masih di bawah nilai ketetapan penerimaan pajak tahun 2017-2021 
yang menyebabkan tidak tercapainya target penerimaan pajak yang telah ditentukan. Untuk itu, tujuan penelitian 
ini adalah untuk mengetahui suatu tingkat pendapatan sebagai pemoderasi pengaruh dari sanksi administrasi 
dan sikap nasionalisme terhadap kepatuhan seorang wajib pajak bumi dan bangunan. Sumber data yang dipakai 
adalah data primer. Populasi yang digunakan adalah wajib pajak bumi dan bangunan di wilayah Kecamatan 
Bantul. Sampel penelitian yang dipakai sebanyak 124 wajib pajak menjadi 122 wajib pajak bumi dan bangunan di 
Kecamatan Bantul karena terdapat data outlier. Penentuan jumlah sampel menggunakan teknik snowball sampling 
digunakan pada penelitian ini. Analisis data yang digunakan ialah uji asumsi klasik, analisis linier berganda, dan uji 
hipotesis. Hasil dari penelitian menunjukkan jika sanksi administrasi dan sikap nasionalisme berpengaruh positif 
terhadap kepatuhan seorang wajib pajak bumi dan bangunan. Tingkat pendapatan tidak mampu memoderasi 
sanksi administrasi dan sikap nasionalisme terhadap kepatuhan seorang wajib pajak bumi dan bangunan.

Kata kunci: 	kepatuhan wajib pajak; Pajak Bumi dan Bangunan;  sanksi administrasi; sikap nasionalisme tingkat 
pendapatan.
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PENDAHULUAN 

	 Sumber penerimaan suatu negara dapat berasal dari pendapatan badan usaha milik negara, 
pendapatan dari aset yang dimiliki atau dikuasai pemerintah, dan pendapatan dari berbagai jenis 
pajak. Dari ketiga sumber pendapatan negara tersebut, pajak menjadi pendapatan negara yang 
diandalkan dalam mendanai pembangunan serta pengeluaran negara (Sapriadi, 2013). Artinya, 
pajak sangat berperan penting terhadap pembangunan nasional. Pajak ialah sumbangan rakyat 
ke kas negara dengan berpedoman peraturan undang-undang dimanfaatkan untuk pengeluaran 
pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan umum. Oleh karena itu, pajak memiliki fungsi 
sebagai sumber penerimaan negara (Sapriadi, 2013). Pentingnya suatu pajak bagi Indonesia 
mendorong pemerintah untuk terus menerapkan berbagai strategi untuk memaksimalkan 
penerimaan pajak bahkan melebihi target sebelumnya.

	 Salah satu sumber pendapatan pajak adalah pajak bumi dan bangunan (PBB) perkotaan 
dan perdesaan. Menurut Sandra (2021) dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 , Pajak Bumi 
dan Bangunan ialah pungutan negara yang dibebankan atas bumi dan bangunan berdasarkan 
aset bendanya. Besarnya kecilnya pajak yang akan dibayar ditentukan dari keadaan subjeknya, 
baik tanah maupun tanah dan bangunan. Pajak bumi dan bangunan sangat berguna dalam 
pembangunan daerah. Pemerintah menginginkan agar setiap daerah dapat mengembangkan 
daerahnya sendiri guna membantu pemerintah dalam mengurangi kemiskinan.

	 Penerimaan yang dihasilkan melalui pemungutan pajak bumi dan bangunan berperan 
penting dalam membantu memajukan pertumbuhan ekonomi di daerahnya. Khusus untuk 
wilayah Kecamatan Bantul yang menjadi wilayah penelitian.  Kecamatan Bantul adalah kecamatan 
yang berada di wilayah Kabupaten Bantul dari 17 kecamatan lainnya. 

Tabel 1. Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kecamatan Bantul

Menurut tabel data Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten 
Bantul, Kecamatan Bantul pada tahun 2017 terjadi selisih dari ketetapan sebesar Rp660.800.813 
, tahun 2018 terjadi selisih dari ketetapan sebesar Rp653.601.938, tahun 2019 terjadi selisih dari 
ketetapan sebesar Rp1.134.747.972, tahun 2020 terjadi selisih dari ketetapan sebesar Rp900.729.360, 
serta tahun 2021 terjadi selisih dari ketetapan sebesar Rp1.077.909.259 (BKAD Bantul, 2022). Tingkat 
pencapaian dari keberhasilan penerimaan pajak dapat dapat dilihat dari ketercapaiannya target 
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penerimaan pajak yang telah ditetapkan. Selain itu, tingkat keberhasilan penerimaan pajak juga 
dapat dilihat melalui tax payer yaitu faktor yang dapat dilihat dari sisi wajib pajak.  Berdasarkan 
data pada tabel 1 yang telah dipaparkan, disimpulkan bahwa dalam tiap tahunnya terdapat 
wajib pajak yang melakukan penunggakan. Akibat ketidaktercapaiannya realisasi pajak tersebut, 
menimbulkan kurangnya penerimaan negara. Hal ini menjadi suatu masalah terutama bagi Pemda 
Bantul karena dari ketidaktercapaian ini berarti kinerja yang dilakukan untuk meningkatkan 
kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Bantul kurang. Ada beberapa alasan kurangnya kepatuhan 
wajib pajak diantaranya masih belum banyak yang memahami tentang manfaat pajak bumi dan 
bangunan yang berguna bagi pembangunan. Pemda Bantul diharapkan mampu meningkatkan 
upaya yang dapat mencapai realisasi penerimaan pajak serta memaksimalkan sumber-sumber 
potensi dari pajak daerah supaya penerimaan pajak Kabupaten Bantul bisa dikatakan berhasil dan 
mandiri secara keuangan yaitu mampu membiayai daerahnya sendiri. 

Selain beberapa alasan yang telah dipaparkan, kendala yang utama dalam kegagalan 
terpenuhinya target suatu penerimaan pajak yaitu kurangnya kesadaran serta kepatuhan suatu 
wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya untuk membayar pajak, terutama pajak bumi dan 
bangunan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yng pertama yaitu sanksi 
administrasi. Sanksi menjadi aspek yang akan mempengaruhi suatu kepatuhan sorang wajib pajak 
karena berfungsi untuk mengatur seseorang supaya mematuhi peraturan yang berlaku (Sapriadi, 
2013). Sanksi administrasi ini seperti bunga, denda atau sanksi pidana yang dibayarkan kepada 
negara. Adanya sanksi denda, bunga, serta sanksi pidana, maka wajib pajak kecil kemungkinan 
untuk melakukan pelanggaran pembayaran pajaknya khususnya Pajak Bumi dan Bangunan 
(PBB) dikarenakan bila semakin menunda pembayaran pajak, maka denda yang dikenakan akan 
semakin tinggi. Menurut Fitrianingsih dkk (2018) sanksi administrasi secara parsial berpengaruh 
positif dengan koefisien sebesar 0,041 karena ketika pemerintah memberikan sanksi denda, orang 
tersebut lebih mungkin untuk mematuhi hukum dan membayar pajaknya.

Faktor kedua yaitu sikap nasionalisme wajib pajak. Ciri-ciri seorang warga negara yang 
baik salah satunya mempunyai rasa nasionalisme yang tinggi kepada negaranya, dan hal 
tersebut adalah sesuatu yang harus dimiliki oleh setiap wajib pajak. Rasa nasionalisme tinggi 
serta kepedulian terhadap bangsa dan negara akan semakin memudahkan wajib pajak agar taat 
terhadap peraturan perpajakan. Hal ini menunjukkan jika salah suatu kriteria dalam menentukan 
kepatuhan seorang wajib pajak dapat berupa rasa nasionalisme. Menurut Darmawan dkk (2020) 
wajib pajak PBB yang mempunyai rasa nasionalisme kuat akan punya rasa malu apabila mangkir 
dalam membayar pajaknya sesuai aturan perpajakan. Ketika seseorang membayar pajak, dana 
tersebut digunakan untuk meningkatkan layanan publik dan membangun infrastruktur untuk 
kepentingan masyarakat. Kemungkinan patuh serta taat terhadap kewajiban membayar pajak juga 
akan semakin tinggi apabila seorang wajib pajak mempunyai rasa nasionalisme tinggi. Menurut 
Yulianti dan Setyawati (2021) variabel nasionalisme memiliki nilai koefisien 0,235 dan signifikansi 
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0,000 yang menunjukkan bahwa kurang dari 0,05 mendukung sikap nasionalisme berpengaruh 
positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Faktor yang ketiga yaitu tingkat pendapatan. Tingkat pendapatan merupakan suatu 
kegiatan tambahan ekonomis hasil atau imbalan jasa yang didapat seseorang dari pekerjaannya 
dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari serta memperbanyak kekayaan wajib 
pajak (Fitrianingsih dkk., 2018). Dalam penelitian ini tingkat pendapatan diuji untuk mengetahui 
apakah dapat berguna untuk memperkuat pengaruh dari sanksi administrasi terhadap suatu 
kepatuhan dari wajib pajak. Selain itu, tingkat pendapatan juga diuji untuk mengetahui apakah 
dapat memperkuat pengaruh sikap nasionalisme wajib pajak terhadap suatu kepatuhan seorang 
wajib pajak.

Teori Atribusi

Teori atribusi menjelaskan tentang perilaku individu yang mengamati seseorang, mencoba 
untuk mengidentifikasi apakah itu disebabkan secara internal atau eksternal. Menurut Romadhon 
dan Diamastuti (2020) teori atribusi sebagai teori mengenai cara seseorang mencari tahu suatu 
penyebab yang dapat dikaitkan dalam konteks perpajakan seperti dalam hal mengelompokkan 
faktor-faktor yang membuat kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Teori atribusi dalam 
konteks kepatuhan wajib pajak, yaitu untuk mengidentifikasi faktor eksternal maupun internal 
penentu tngkat kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

Compliance Theory (Teori Kepatuhan))

Kepatuhan berasal dari kata “patuh” yang berarti taat terhadap perintah atau aturan serta 
kedisiplinan. Artinya bersifat patuh, taat, atau tunduk pada aturan. Teori kepatuhan menjelaskan 
kondisi seseorang yang taat terhadap perintah atau aturan yang berlaku. Kepatuhan ini didasarkan 
pada kesadaran wajib pajak terhadap kewajibannya untuk membayar pajak sesuai dengan aturan 
undang-undang. Teori kepatuhan membuat seseorang lebih mematuhi peraturan yang berlaku 
(Sabtohadi dkk., 2021).

Teori Perilaku Terencana (Theory of Planned Behavior)

Teori ini didasarkan pada persepsi manusia sebagai makhluk rasional yang menggunakan 
informasi secara sistematis. Sebelum melakukan sebuah tindakan, maka individu tersebut akan 
memikirkan maksud dari tindakannya sebelum memutuskan akan melakukan tindakan tersebut 
atau tidak. Wajib pajak akan mempunyai keinginan untuk membayar pajak apabila mereka 
menganggap jika membayar pajak merupakan suatu hal yang positif menguntungkan dirinya 
ataupun lingkungan sekitarnya (Yasa dkk., 2020).
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Pengembangan Hipotesis 
Pengaruh Sanksi Administrasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan

	 Sanksi administratif merupakan jaminan seorang wajib pajak untuk mematuhi seluruh 
peraturan atas perpajakan. Denda, bunga, serta pidana akan dibebankan kepada seorang wajib 
pajak jika menyalahi aturan sistem perpajakan. Apabila dalam pemeriksaan menemukan bahwa 
terdapat pajak yang belum dibayar, maka akan dikenakan denda (Ezer & Ghozali, 2017). Seorang 
wajib pajak akan patuh karena mereka di bawah tekanan dan percaya bahwa mereka akan 
menghadapi sanksi administrasi jika melakukan pelanggaran, dengan harapan bahwa semakin 
meningkatnya sanksi administrasi maka semakin meningkat pula suatu kepatuhan wajib pajak 
terhadap pembayaran suatu pajak bumi dan bangunan (Sapriadi, 2013). Sanksi berpengaruh 
positif serta signifikan terhadap kepatuhan diri wajib pajak PBB (Prameswari dkk., 2021). 
Menurut Fitrianingsih dkk (2018) sanksi denda secara parsial berpengaruh positif karena biasanya 
pemerintah akan memberlakukan denda kepada wajib pajak guna mendesak mereka supaya 
membayar pajaknya. Hipotesis dapat dirumuskan dari temuan ini sebagai berikut:
H1: Sanksi administrasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan.

Pengaruh Sikap Nasionalisme Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan 

	 Nasionalisme ialah pemahaman bahwa untuk mencintai dan bangga terhadap negara 
sendiri, seseorang harus sadar untuk menjaga dan memelihara jati diri, keutuhan, kemakmuran, 
dan kekuatan bangsa (Welianto, 2019). Menurut teori atribusi, sikap nasionalisme merupakan 
penyebab internal yang dapat mempengaruhi pandangan wajib pajak dalam membuat keputusan 
mengenai sikap kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya (Krisna & Kurnia, 2021). 
Menurut Yulianti dan Setyawati (2021) nasionalisme berpengaruh positif terhadap kepatuhan diri 
wajib pajak. Hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut:
H2: 	Sikap Nasionalisme berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan.

Tingkat Pendapatan Pada Hubungan Sanksi Administrasi Terhadap Kepatuhan Wajib 
Pajak Bumi dan Bangunan

Pendapatan ialah sumber daya moneter yang diterima wajib pajak dalam ataupun di luar 
negara Indonesia yang digunakan untuk mencukupi keperluan sehari-hari atau menambah 
kekayaan seorang wajib pajak (Mukkaromah, 2018). Besar kecilnya pendapatan seseorang untuk 
pemenuhan kewajiban perpajakan tidak memandang sanksi yang dikenai. Jika seorang wajib 
pajak melanggar peraturan perpajakan dan tidak mengikuti prosedurnya dengan baik akan 
dikenai sanksi. Denda, bunga, dan hukuman pidana adalah tiga macam dari sanksi administrasi. 
Wajib pajak yang melakukan pelanggaran terhadap aturan perpajakan akan diberikan sanksi 
administrasi (Nafiah & Stirk, 2018). Kepatuhan seorang wajib pajak untuk memenuhi kewajiban 
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perpajakan dapat dipengaruhi oleh sanksi administrasi. Menurut Dessy (2017), tingkat pendapatan 
mempunyai pengaruh positif terhadap suatu kepatuhan pajak. Hipotesis dapat dirumuskan 
sebagai berikut:
H3 :	Tingkat pendapatan mampu memoderasi hubungan antara sanksi administrasi dan kepatuhan 

wajib pajak bumi dan bangunan.

Tingkat Pendapatan Pada Hubungan Sikap Nasionalisme Terhadap Kepatuhan Wajib 
Pajak Bumi dan Bangunan

Istilah penghasilan mampu merujuk pada gaji yang diperoleh seseorang dari sumber 
pendapatan utama atau sampingan mereka selama jangka waktu tertentu (Rahman, 2018). Tingkat 
Pendapatan seorang wajib pajak akan sangat menentukan kesukarelaan wajib pajak dalam 
pajaknya. Apalagi wajib pajak yang mempunyai rasa nasionalisme kuat lebih mengedepankan 
kewajibannya dalam membayar pajaknya. Tidak melihat dari besar kecilnya pendapatan yang 
didapat dari pekerjaannya, wajib pajak yang taat pajak akan tidak merasa kesulitan. Menurut 
Dessy (2017), variabel tingkat pendapatan mampu memoderasi sikap nasionalisme terhadap suatu 
kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut:
H4:	 Tingkat Pendapatan mampu memoderasi hubungan antara Sikap Nasionalisme dan 

Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan.

METODE, DATA, DAN ANALISIS 

Penelitian ini bersifat kuantitatif. Penelitian kuantitatif dilakukan  untuk memeriksa 
populasi dan sampel untuk menguji hipotesis yang ditetapkan dengan memanfaatkan instrumen 
pengumpulan dan analisis data statistik (Sugiyono, 2016). Populasi menggunakan seluruh wajib 
pajak PBB di Kabupaten Bantul. Sampel yang digunakan yaitu sebanyak 122 wajib pajak  PBB 
yang mempunyai tanah, bangunan, atau tanah dan bangunan di Kecamatan Bantul. Menurut 
Sugiyono (2019), dalam menentukan jumlah sampel, ukuran sampel yang layak digunakan untuk 
penelitian berjumlah antara 30 sampai 500 responden. Metode snowball sampling digunakan untuk 
pengambilan sampel penelitian ini. Peneliti menggunakan sumber data primer. Analisis data yang 
digunakan adalah uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, dan uji hipotesis.

Kuesioner dikirimkan kepada para responden melalui aplikasi whatsapp dalam bentuk link 
google form untuk pengumpulan data. Kuesioner ini bertujuan untuk mengumpulkan tanggapan 
dari responden (wajib pajak PBB). Data kuesioner terdiri dari profil responden serta pertanyaan 
yang diajukan terkait variabel yang dteliti. Kuesioner online yang akan dibagikan kepada wajib 
pajak PBB di Kecamatan Bantul melalui google form akan digunakan untuk mengumpulkan data 
primer. Waktu pengambilan data ini direncanakan pada bulan September-November 2022. Penulis 
menggunakan kuesioner skala Likert 5 poin untuk memastikan hasil yang lebih akurat dalam 
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penelitian ini. Peneliti memperoleh 124 responden yang telah mengisi dan 2 responden yang tidak 
digunakan peneliti dalam penelitian. Definisi operasional variabel dan indikatornya dapat diilihat 
pada tabel berikut:

Tabel 2. Hasil Pengumpuan Data

Tabel 3. Definisi Operasional dan Indikator Variabel Penelitian
Variabel Definisi Operasional Indikator Skala

Kepatuhan Wajib 
Pajak Bumi dan 
Bangunan (KW)

Kepatuhan wajib pajak merupakan kes-
adaran diri seorang wajib pajak atau sikap 
moral secara sukarela untuk melakukan 
pembayaran pajak secara tepat waktu.  Se-
makin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak 
dalam membayar pajak ditentukan dari 
semakin tingginya kebenaran menghitung 
dan memperhitungkan, ketepatan menye-
tor, serta mengisi dan memasukkan surat 
pemberitahuan wajib pajak (Yulianti, 2021).

Indikator yang digunakan untuk mengukur 
kepatuhan wajib pajak merupakan modifikasi 
dari penelitian Yusnidar dkk (2015):
1.	 Membayar pajak tepat pada waktunya.
2.	 Membayar pajak tanpa ada paksaan.
3.	 Kepatuhan terhadap kewajiban wajib pajak. 
4.	 Kepatuhan terhadap sanksi.
5.	 Melaporkan informasi yang diperlukan.

Likert

Sanksi Adminis-
trasi (SA)

Sanksi administrasi merupakan peluna-
san suatu kerugian kepada pemerintah 
bisa berbentuk bunga, kenaikan, dan den-
da.  Sanksi administrasi ditujukan bagi 
wajib pajak bumi dan bangunan yang 
tidak memenuhi aturan perpajakan atau 
melanggar aturan berupa kecurangan ter
hadap peraturan perpajakan yang berlaku 
(Nafiah & Stirk, 2018)

Indikator yang digunakan untuk mengukur 
sanksi administrasi menurut Khoiroh (2017) 
yaitu:
1.	 Pengetahuan adanya sanksi denda jika tidak 

membayar atau telat membayar pajak.
2.	 Penghindaran sanksi denda oleh wajib pa-

jak.
3.	 Kewajaran pemberian sanksi denda.
4.	 Penerapan sanksi pajak bagi pelanggar.

Likert

Sikap Nasional-
isme (SN)

Nasionalisme merupakan ajaran untuk 
mencintai bangsa dan negaranya sendiri, 
makin menjiwai bangsa indonesia, serta 
memiliki kesadaran sebagai suatu bangsa 
untuk terus secara bersama-sama dalam 
mencapai, mempertahankan, dan men-
gabadikan integritas bangsa (Welianto, 
2019). 

Indikator yang digunakan untuk mengukur si-
kap nasionalisme dalam penelitian Purnamasari 
dkk (2016) yaitu: 
1.	 Bangga menjadi bagian dari warga Negara 

Indonesia.
2.	 Ikut berperan aktif dalam pembangunan 

daerah dengan membayar pajak.
3.	 Taat pajak wujud cinta terhadap tanah air.
4.	 Wajib pajak berkeyakinan bahwa melak

sanakan kewajiban perpajakan merupakan 
tindakan sebagai warga negara yang baik.

5.	 Dengan membayar pajak berarti telah mem-
bantu dalam mewujudkan tujuan negara.

Likert

Tingkat Pendapa-
tan (TP)

Pendapatan dapat diartikan sebagai peng
hasilan yang diterima oleh seseorang 
dapat berupa uang dan dipakai untuk 
konsumsi atau untuk menambah kekay-
aan wajib pajak (Rahman, 2018). Secara 
umum pendapatan merupakan hasil dari 
pencarian usaha yang merupakan jumlah 
penghasilan rupiah dihasilkan oleh se
orang wajib pajak dari pekerjaan utama 
atau sampingan.

Indikator yang digunakan untuk mengukur 
tingkat pendapatan menurut Farandy (2018) 
yaitu:
1.	 Taat membayar pajak meskipun pendapa-

tan rendah.
2.	 Besar kecilnya pajak tidak menghalangi 

dalam membayar pajak.
3.	 Sanggup membayar besarnya pajak yang 

dikenakan.
4.	 Pendapatan yang diperoleh dapat meme

nuhi kebutuhan utama dan memenuhi ke-
wajiban.

Likert
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HASIL DAN PEMBAHASAN 
Uji Validitas dan Uji Reliabilitas 

Uji validitas digunakan untuk mengukur keabsahan/sah (valid) atau tidaknya suatu 
kuesioner. Validitas menunjukkan seberapa baik suatu instrumen untuk dapat mengukur suatu 
konsep tertentu. Suatu kuesioner dapat dikatakan valid apabila pertanyaan pada kuesioner 
mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebutDari hasil uji validitas 
yang dapat disimpulkan bahwa seluruh pernyataan yang sudah diuji dikatakan valid. Pernyataan 
tersebut dibuktikan dengan nilai pearson correlation > r-tabel.

Tabel 4. Hasil Uji Validitas
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Uji Reliabilitas adalah tingkat kestabilan suatu alat pengukur dalam mengukur suatu gejala/
kejadian. Reliabilitas menunjukkan sejauh mana alat pengukur/kuesioner dapat diandalkan. 
Untuk mengukur reliabilitas atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah 
konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2011).

Tabel 5. Hasil Uji Reliabilitas

Semua variabel tersebut telah dinilai reliabel dengan Cronbach’s Alpha > 600 berdasarkan 
hasil uji reliabilitas.

Uji Statistik Deskriptif
Tabel 6. Hasil Uji Statistik Deskriptif

Dikarenakan simpangan baku lebih rendah dari nilai mean, simpangan sanksi administrasi, 
sikap nasionalisme, dan tingkat pendapatan selama periode pengamatan cenderung rendah.

Uji Asumsi Klasik

	 Uji asumsi klasik terdiri dari uji normalitas, uji multikolinieritas, dan uji heteroskedastisitas. 
Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah data dalam sebuah regresi berdistribusi normal 
atau tidak. Cara untuk mengetahui sebaran data normal atau tidak, maka dilakukan pengujian 
normalitas dengan menggunakan grafik probability plot (Nafiah & Stirk, 2018). Berikut tabel uji 
asumsi klasik:

Tabel 7. Hasil Uji Asumsi Klasik
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	 Dalam hasil uji normalitas tersebut dapat dinyatakan data berdistribusi normal. Ditunjukkan  
dengan  Kolmogorov-Smimov 0,882 dan signifikansi sebesar 0,418 yang menunjukkan lebih besar 
dari alpha 0,05. Uji multikoliniearitas penelitian ini terhindar dari masalah multikolinearitas. Nilai 
Variance Inflation Factor (VIF) kurang dari 10 dan nilai tolerance lebih dari 0,01. Multikolinearitas 
akan terjadi jika Variance Inflation Factor (VIF) nilainya lebih dari 10 dan untuk nilai tolerance kurang 
dari 0,01. Dalam uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa penelitian ini lolos dari masalah 
heteroskedastisitas dengan besaran nilai signifikansi dari setiap variabel di atas 0,05.

Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui hubungan linear antara 
dua variabel atau lebih. Satu variabel sebagai variabel dependen dan lainnya sebagai variabel 
independen (Ghozali, 2018). Untuk menguji pengaruh variabel pemoderasi digunakan uji interaksi 
yaitu Moderated Analysis (MRA).Berikut adalah tabel dari hasil analisis regresi linear berganda:

Tabel 8. Hasil Uji MRA

Hasil uji regresi menghasilkan model persamaan sebagai berikut:
Persamaan Regresi Model 1:
KW = a + b1SA + b2 (SA*TP) + e
KW = 14,906-0,035 + 0,016 (SA*TP) + e

Keterangan:
14,906	 = konstanta
-0,035	 = Sanksi Administrasi
0,016	 = Tingkat Pendapatan

Keterangan:
a.	 Nilai konstanta (a) sebesar 14,906 dengan tanda positif menyatakan bahwa apabila sanksi 

administrasi (SA) dan sikap nasionalisme (SN) dianggap konstanta maka nilai kepatuhan 
wajib pajak bumi dan bangunan (KW) adalah 14,906.
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b.	 Nilai koefisien regresi variabel sanksi administrasi (SA) sebesar -0,035 dianggap konstan, 
maka setiap penambahan satu satuan akan menurunkan kepatuhan wajib pajak bumi dan 
bangunan (KW) sebesar 0,035. Sebaliknya, setiap penurunan satu satuan akan meningkatkan 
kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan sebesar 0,035.

c.	 Nilai koefisien (SA*TP) sebesar 0,016 menunjukkan bahwa variabel sanksi administrasi (SA) 
dan tingkat pendapatan (TP) dianggap konstan, maka setiap penambahan satu satuan sanksi 
administrasi (SA) akan menambah kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan (KW) sebesar 
0,016. 

Regresi Persamaan Model 2:
KW =  a + b1SN + b2(SN*TP) + e
KW = 14,906 + 0,499 - 0,009 (SN*TP) + e

Keterangan:
14,906	 = konstanta
0,499 	 = Sikap Nasionalisme
- 0,009	 = Sikap Nasionalisme dan Tingkat Pendapatan

Keterangan:
a.	 Nilai konstanta (a) sebesar 14,906 dengan tanda positif menyatakan bahwa apabila sanksi 

administrasi (SA) dan sikap nasionalisme (SN) dianggap konstanta maka nilai kepatuhan 
wajib pajak bumi dan bangunan (KW) adalah 14,906.

b.	 Nilai koefisien regresi variabel sikap nasionalisme (SN) sebesar -0,499 dianggap konstan, 
maka setiap penambahan satu satuan variabel kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan 
(KW) akan naik sebesar 0,499. 

c.	 Nilai koefisien (SN*TP) sebesar -0,009 menunjukkan bahwa variabel sikap nasionalisme (SN) 
dan tingkat pendapatan (TP) dianggap konstan, maka setiap penambahan satu satuan sikap 
nasionalisme (SN) akan menurunkan  kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan (KW) 
sebesar 0,009. Sebaliknya, setiap penurunan satu satuan, akan meningkatkan kepatuhan wajib 
pajak bumi dan bangunan (KW) sebesar 0,009.

Uji Hipotesis

Uji Koefisien Determinasi (R2)

Tabel 9. Hasil Uji Determinasi
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Tujuan dari koefisien determinasi (R2)  yaitu untuk menentukan apakah semua variabel 
bebas dalam model memiliki dampak simulltan terhadap variabel terikat (Ghozali, 2011). Nilai 
yang digunakan adalah nilai Adjusted R2. Hasil perhitungan membuktikan bahwa nilai R Square 
sebesar 0,489. Dari hasil tersebut diketahui bahwa variabel terikat yaitu kepatuhan seorang wajib 
pajak bumi dan bangunan mampu dipengaruhi oleh variabel bebas sanksi administrasi dan sikap 
nasionalisme sebesar 0,480  atau 48%, sedangkan faktor lain di luar penelitian ini mempengaruhi 
sisanya sebesar 52%.

Uji Signifikansi Partial (Uji t)

Pengujian uji t berguna untuk menentukan bagaimana pengaruh sanksi administrasi dan 
sikap nasionalisme terhadap suatu kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Dapat dikatakan 
ada pengaruh signifikan jika niai signifikansi kurang dari nilai alpha 0,05, begitu pula sebaliknya. 
Hasil uji t dapat ditunjukkan dari tabel sebagai berikut:

Tabel 10. Hasil Uji t

Uji Signifikansi Simultan (F)

Uji F berguna untuk menunjukkan bagaimana pengaruh simultan terhadap suatu variabel. 
Dapat dilihat hasil uji F di bawah ini:

Tabel 11. Hasil Uji F

Pada tabel 8 di atas, diketahui bahwa kedua variabel bebas sanksi administrasi dan sikap 
nasionalisme mampu mempengaruhi variabel terikat  yaitu kepatuhan seorang wajib pajak bumi 
dan bangunan secara bersama-sama. Pernyataan tersebut dibuktikan dengan nilai signifikansi 
pada tabel tersebut yaitu 0,000 < 0,05.
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Pengaruh Sanksi Administrasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan

Hipotesis pertama (H1) menyatakan jika sanksi administrasi berpengaruh secara positif 
signifikan terhadap kepatuhan seorang wajib pajak bumi dan bangunan. Dalam hasil uji dengan 
melihat t hitung dan signifikansiinya, maka dapat dinyatakan bahwa H1  diterima. Pernyataan ini 
bertepatan dengan hasil temuan yang telah dilakukan oleh (Sari  dkk, 2021) .

Pada compliance theory (teori kepatuhan) menjelaskan situasi seseorang yang mengikuti 
norma dan peraturan yang ditetapkan. Kepatuhan didasarkan dari kesadaran suatu wajib pajak 
terhadap kewajibannya dalam membayar pajak secara tepat waktu sehingga akan terhindar dari 
sanksi administrasi. Pembayaran pajak secara tepat waktu akan menguntungkan wajib pajak 
karena tidak dikenai sanksi administrasi akibat terlambat dalam melakukan pembayaran pajak. 
Dalam teori kepatuhan membuat wajib pajak akan lebih mematuhi peraturan yang berlaku 
(Sabtohadi dkk., 2021) Membayar sanksi denda karena telat membayar pajak dianggap lebih 
merugikan bagi wajib pajak di Kecamatan Bantul, sehingga mereka akan lebih memilih membayar  
pajak tepat waktu untuk menghindari pengenaan sanksi administrasi. Mayoritas responden 
sudah mengetahui bahwa terdapat sanksi administrasi jika terlambat atau tidak membayar pajak. 
Adanya sanksi administrasi membuat wajib pajak tidak mengulangi kesalahan atas keterlambatan 
pembayaran pajak PBB. Sanksi denda sangat diperlukan ooleh seorang wajib pajak supaya tercipta 
suatu kedisiplinan serta kesadaran dalam pemenuhan kewajiban sebagai warga negara. Hasil dari 
penelitian ini bertepatan dengan hasil temuan yang telah dilakukan oleh  Fitrianingsih dkk (2018) 
dan Sari dkk (2021) yang menunjukkan bahwa variabel sanksi administrasi berpengaruh positif 
terhadap kepatuhan seorang wajib pajak bumi dan bangunan.

Pengaruh Sikap Nasionalisme Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan

Hipotesis kedua (H2) menyatakan jika sikap nasionalisme berpengaruh secara positif 
signifikan terhadap kepatuhan seorang wajib pajak bumi dan bangunan. Dalam hasil uji dengan 
melihat t hitung dan signifikansiinya, maka dapat dinyatakan bahwa H2 diterima. Pernyataan ini 
bertepatan dengan hasil temuan yang telah dilakukan oleh (Putri, 2021).

Pada teori atribusi memberikan gambaran umum tentang perilaku manusia yang dipengaruhi 
oleh faktor internal atau eksternal. Ketika suatu situasi dipengaruhi oleh keadaan eksternal, 
penyebabnya juga eksternal, artinya seseorang akan berkewajiban untuk bertindak sebagai akibat 
dari keadaan tersebut. Sedangakan untuk tindakan internal ini adalah perilaku yang dianggap 
dilakukan oleh individu itu sendiri (Prastyatini & Trivita, 2023). Sikap nasionalisme adalah 
penyebab eksternal yang bersumber dari luar diri wajib pajak atau paksaan dari kondisi. Seseorang 
yang memiliki rasa nasionalisme akan mendorong tingkat kepatuhan seorang wajib pajak untuk 
membayar kewajiban pajak bumi dan bangunan. Kebanyakan responden berkeyakinan bahwa 
jika melakukan kewajiban perpajakan merupakan suatu tindakan sebagai warga negara yang 
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baik. Partisipasi langsung warga negara dalam pembangunan, serta dukungan mereka terhadap 
supremasi hukum dan keadilan sosial dapat menunjukkan kebanggaan nasional suatu bangsa 
atau dapat dikatakan memiliki rasa nasionalisme yang tinggi. Wajib pajak ikut berperan aktif 
dalam pembangunan karena pembangunan negara merupakan tanggung jawab bersama. Dalam 
perpajakan, nasionalisme sangat dibutuhkan karena pajak ialah iuran wajib dengan sifat memaksa 
serta tidak secara langsung menguntungkan bagi wajib pajak yang membayar karena digunakan 
untuk kepentingan umum. Akibat rasa cinta wajib pajak terhadap tanah air, dengan memiliki sikap 
nasionalisme dapat mengurangi resiko ketidakpatuhan dalam melakukan pembayaran  kewajiban 
perpajakannya. Hasil dari penelitian ini bertepatan dengan hasil temuan yang telah dilakukan oleh 
Putri dan Efendi (2021) dan Setiono (2018) yang menunjukkan jika sikap nasionalisme berpengaruh 
positif terhadap suatu kepatuhan seorang wajib pajak bumi dan bangunan.

Pengaruh Tingkat Pendapatan Dalam Memoderasi Sanksi Administrasi Terhadap 
Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan bangunan

Hipotesis ketiga (H3) menyatakan jika tingkat pendapatan mampu memoderasi variabel 
sanksi administrasi terhadap variabel kepatuhan seorang wajib pajak bumi dan bangunan pada 
penelitian ini ditolak. Dalam hasil uji   MRA pada tabel 8, nilai konstanta selisih antara variabel 
sanksi administrasi dengan variabel tingkat pendapatan  memiiki nilai positif  0,016 dengan nilai sig. 
0,547. Variabel moderasi mampu dikatakan memperkuat pengaruh variabel independen terhadap 
variabel dependen apabila nilai signifinansinya kurang dari 0,05, sehingga disimpulkan  bahwa  
suatu tingkat pendapatan tidak mampu sebagai pemoderasi  pengaruh dari sanksi administrasi 
terhadap suatu kepatuhan seorang wajib pajak bumi dan bangunan.

Pada teori atribusi, kepatuhan seseorang ditentukan oleh kekuatan eksternal (eksternal forces) 
yaitu  sanksi administrasi dan tingkat pendapatan. Sanksi administrasi yang ketat dan dengan 
melihat tingkat pendapatan yang dimiliki  akan menjadi pertimbangan seorang wajib pajak untuk 
selalu taat untuk membayar pajak. Jika seorang wajib pajak mempunyai tingkat pendapatan yang 
rendah, mereka lebih memilih tidak membayar pajak melainkan untuk memenuhi kebutuhan 
sehari-hari. Hal ini berarti Besar kecilnya pendapatan wajib pajak mempengaruhi mereka dalam 
membayar pajak. Sanksi yang diberikan mereka angga kurang berat sehingga mereka tidak 
memprioritaskan pembayaran ajak dari pendapatan yang ada. Oleh karena itu, mereka akan 
mengindari pajak untuk  lebih membeli keperluan yang lain. Kepatuhan dalam membayar pajak 
tidak bisa menjadikan tingkat pendapatan sebagai tolak ukurnya. 

Pengaruh Tingkat Pendapatan Dalam Memoderasi  Sikap Nasionalisme Terhadap 
Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan

Hipotesis keempat (H4) menyatakan  jika tingkat pendapatan mampu memoderasi variabel 
sikap nasionalisme terhadap variabel kepatuhan seorang wajib pajak bumi dan bangunan  pada 
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penelitian ini ditolak.  Hasil uji parsial MRA pada tabel 8, nilai konstanta selisih variabel sikap 
nasionalisme dengan tingkat pendapatan mempunyai  nilai negatif -0,09 dengan nilai sig. 0,700. 
Variabel moderasi mampu dikatakan memperkuat pengaruh variabel independen terhadap 
variabel dependen apabila nilai signifinansinya kurang dari 0,05, sehingga disimpulkan bahwa 
tingkat pendapatan  tidak mampu sebagai pemoderasi pengaruh sikap nasionalisme terhadap 
suatu  kepatuhan seorang wajib pajak bumi dan bangunan.

Pada theory of planned behavior sebelum melakukan suatu tindakan, orang tersebut akan 
memikirkan tujuan dari aktivitasnya sebelum menentukan apakah akan melakukan tindakan 
tersebut atau tidak (Novianti & Uswati Dewi, 2018). Pada teori ini yang menyatakan jika seseorang 
yang memiliki sikap nasionalisme yang tinggi akan membangun keyakinan dalam dirinya sendiri 
tentang pentingnya membayar pajak bumi dan bangunan demi kepentingan bersama untuk 
membiayai pembangunan negara dengan tidak mengedepankan suatu tingkat pendapatan yang 
dimilikinya. Wajib pajak yang berjiwa nasionalisme tinggi akan termotivasi untuk membayar 
pajaknya secara tepat waktu. Apabila seorang wajib pajak memiliki rasa cinta dan kepedulian 
terhadap kemajuan negaranya, tidak peduli seberapa banyak uang yang mereka peroleh. Hal ini 
tidak menghentikan mereka untuk patuh membayar pajak. Tidak peduli berapa banyak uang 
yang dihasilkan wajib pajak, jika dia benar-benar peduli untuk berkontribusi pada pertumbuhan 
negaranya, maka kesulitan keuangan tidak akan menghalangi mereka untuk membayar pajak. 
Dari pernyataan tersebut, apabila seorang wajib pajak punya rasa nasionalisme yang kuat, maka 
kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar jumlah pajak bumi dan bangunan 
tidak dipengaruhi oleh tingkat pendapatannya.

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini yaitu yang pertama, sanksi administrasi 
berpengaruh positif terhadap kepatuhan seorang wajib pajak bumi dan bangunan. Kedua, sikap 
nasionalisme berpengaruh positif terhadap suatu kepatuhan seorang wajib pajak bumi dan 
bangunan. Ketiga, tingkat pendapatan tidak mampu sebagai pemoderasi  pengaruh dari sanksi 
administrasi terhadap suatu kepatuhan seorang wajib pajak bumi dan bangunan. Keempat, 
tingkat pendapatan  tidak mampu sebagai pemoderasi pengaruh sikap nasionalisme terhadap 
suatu  kepatuhan seorang wajib pajak bumi dan bangunan. Kelima, berdasarkan hasil koefisien 
determinasi (R2), variabel dependen kepatuhan seorang wajib pajak bumi dan bangunan dapat 
dipengaruhi oleh variabel independen yaitu sanksi administrasi dan sikap nasionalisme. Keenam, 
berdasarkan hasil uji F, sanksi administrasi dan sikap nasionalisme mampu mempengaruhi 
variabel dependen yaitu kepatuhan seorang wajib pajak bumi dan bangunan secara bersama-sama.

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi, masih ada sebanyak 52% variabel lain yang 
mampu mempengaruhi variabel kepatuhan seorang wajib pajak bumi dan bangunan yang tidak 
diteliti pada penelitian ini. Sementara itu, hanya wajib pajak PBB di Kecamatan Bantul yang 
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digunakan untuk sampel penelitian ini, sehingga tidak dapat digeneralisisir di wilayah lain. 
Selain itu, penelitian ini hanya berasal dari satu sumber data yaitu kuesiner berupa link google form 
yang dikirimkan melalui aplikasi Whatsapp, sehingga jawaban dari responden terkadang tidak 
mencerminkan keadaan secara akurat.

Saran dari peneliti didasarkan pada kesimpulan dan keterbatasan dalam penelitian ini yaitu 
untuk penelitian berikutnya diharapkan dapat menambah variabel penelitiannya, misalnya variabel 
penyuluhan pajak, penerapan E-System, dan sosialisasi perpajakan yang dapat ditempatkan sebagai 
variabel independen, moderasi, ataupun intervening dengan metode dan populasi yang berbeda. 
Untuk mencapai hasil yang lebih unggul, penelitian berikutnya diharapkan dapat menambah 
jumlah sampel dan memperluas cakupannya. Selain itu, diharapkan menambahkan metode selain 
kuuesioner misalnya wawancara untuk mendapatkan hasil yang lebih objektif.
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